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1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa. 

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Maka, dalam hal Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Penyusunan RPJM Desa 2020-2025, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun Pandangan Resmi BPD, guna disampaikan sebagai dasar awal bersama visi misi kepala desa dalam merancang visi misi desa ke depannya.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Pandangan Resmi BPD antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Dan seterusnya …..

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa ………………… dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa …………………, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Desa ………………….

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yaitu : 

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa …………………, dalam menyusun dokumen RPJM Desa tahun ………..  
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM Desa tahun ……….. 
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi dan Misi Kepala Desa melalui perencanaan Pembangunan. 
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa ………………… dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD ………………….
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa ………………… yang lebih baik.


II. GAMBARAN UMUM MENGENAI RANCANGAN RPJM DESA

2.1. Kondisi Umum

{Masukan gambaran umum mengenai desa disini (terutama yang berkaitan dengan rancangan RPJM-Desa), seperti kondisi geografis desa, kondisi sosial-ekonomi, kondisi sarana-prasana, kondisi pemerintahan desa, dan lain-lain. Bila kesulitan, bisa menggambarkan keadaan desa berdasarkan data yang tertera pada papan profil desa yang ada di balai desa}






2.2. Permasalahan

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD ………………… ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa ………………… yang perlu dimasukkan untuk melengkapi rancangan RPJM-Desa, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya.

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya.


III. PENDAPAT BPD TERHADAP RANCANGAN RPJM DESA

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari penggalian/penampungan aspirasi masyarakat yang telah diolah oleh BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

· Usulan kegiatan 1
· Usulan kegiatan 2 
· Usulan kegiatan 3 
· Dan seterusnya. 












































IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Kesimpulan 1 
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3
4. Dan seterusnya.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ………………… memberikan rekomendasi dalam penyusunan RPJM Desa tahun …………, yaitu :

1. Rekomendasi 1
2. Rekomendasi 2
3. Rekomendasi 3
4. Dan seterusnya.



…………………, …….. 20....
Badan Permusyawaratan Desa
Desa …………………



…………………..
Ketua
